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lsi Ringkasan 

Be~daaarkan>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, Dess atau Kelurahan merupakan 8uatu wi­
layah terkecil dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang
mempunyai organisasi Pemerintahan terendah di bawah Camat. 
Desa merupskan basis atau landasan bagi penyusunan kekuat­
an ekonomi, sosial, budaya dan politik pertahanan keamanan. 
Dalsm kaitannya dengan pembangunan desa maka diperlukan pe­
nanganan terhadap aspek-aspek tersebut secara keseluruhan. 
Pembangunan desa pada hakekatnya merupakar. bagian integral
dari pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan adanya 8is­
tem yang dapat memadukan kegiatan Pemerintahan desa yang
menyeluruh dan terpadu, yaitu melalui sistem Unit Daerah 
Kerja Pembangunan atau UDKP. 

Sistem UDKP dipusatkan di kecamatan, mengingat keca­
matan mernpunyai bentuk aparat yang relatif lengkap, jang­
kauan ke desa juga relati! dekat, pengendalian dan pengawas­
annya lebih mudah. 

Di tingkat desa, peningkatan prakarsa dan swadaya 
gotong-royong masyarakat dilakukan dan diwujudkan melalui 
Lembaga Ketahanan Masyara~at Desao Lembaga Ketahanan Mas7a­
rakat Des~ dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Noo 28 
Tahun 1980 tentang Penyempurnaandan Peningkatan Fungsi
Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 
1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ke­
tahanan Masyarakat Desa. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 
28 Tahun 1980 menyatakan: 

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan Lem­
baga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat
LKMD adalah lembaga masyarakat desa/kelurahan yang tum­
buh dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan waha­
na partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mema­
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dukan pelaksanaan pembagian kegiatan pembangunan dan 
prakarsa serta swadaya gotong-r~yong masyarakat.da1~ 
rangka mewujudkan ketahanan nas~onal, yang me1~put~ 
aspek-aspek ideo10gi, politik, ekonomi, sosia1 budaya, 
agama dan pertahanan keamanan4 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa seperti yang ditetapkan
da1am Pasal J Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
1984 ada1ah sebagai b~rikut: 

a.	 Merencanakan pembangunan yang didasarkan asas musya­
warah; 

b.	 Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisi ­
pasi masyarakat secara aktif dan positif untuk me1ak­

-sanakan	 pembangunan seca.ra terpadu baik yang dari 
berbagai kegiatan Pemerintan maupun swadaya gotong­
royong masyarakat; 

c.	 llenumbuhka.-n kondisi dina:nis masyarakat untuk mengem­
bangkan ke t ahanan di des3-/;';'s '.ura.han. 

Dari uraian di atas, maka dapat dir~~uskan suatu masalah , 
sebagai	 berikut: 

Benarkah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kep~h Kirim­
an mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dituang­
kan dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Dalau Negeri Nomor 
27 Tahun 1984 7. 

2.	 TUjuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui per&~an 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kepuh Kiriman dalam me­
lakukan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Sehingga
penelitian ini dapat dijadikan sunbangan pemikiran dalam 
usaha meningkatkan peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
dalam sistem Pemerintahan Desa. 

3.	 Metodolo~i 
Pende atan yang dipergunakan dalau penelitian ini 

adalah pendekatan sosio legal, pendekatan ini diartikan 
mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lem­
baga-lembaga sosial, dalam hal ini peraturan-peraturan yang
berkait dengan keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
dengan aktivitas masyarakat desa itu aendiri. 
Simpulan·

Deugan tidak lengkapnya susunan kepengurusan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa Kepuh Kiriman, maka lembaga ter­
sebut kurang berfungsi untuk melakukan tugas pokoknya seba­
gaimana di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.27 
Tahun 1984. Kurang berfungsinya Lembaga Ketahanan Masyara­
kat Desa tersebut juga disebabkan oleh faktorkepemimpinan
Kepala Desa yang kurang memahami peraturan perundang-undang­
an yang berkait dengan Pemerintahan Desa, serta dana yang 
sangat terbatas pads tingkat desa. 

Tidak adanya bondo desa serta pendapatan asli desa 
akhirnya perencanaan hanya menggantungkan pada subsidi Pe­
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merintah Pusat. Selain itu tidak dipahaminya bahwa Lembaga 
Ketahanan Masyarakat Desa sebagai perencana pembangunan 
paling bawah, dimana perencanaan tersebut dapat perencana­
an tingkat desa regional maupun sektoral. Untuk pembangun­
an regional dapat diperoleh baik dari daerah tingkat II 
maupun daearh tingkat It sedangkan pembangunan sektoral da­
na dapat diperoleh dari P~~erintah Pusat melalui APBN. 
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